PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
J1. Syech Nawawi, Palima - Serang Telp. ' Fax. (0254) 267060, 267070

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Waktu Penugasan

Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Pengawasan Situ Cikoncang, Kab. Lebak
Nomor : 500.13/2913-Dispar/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan, yang
selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kota Serang pada hari Kamis tanggal 4 bulan Juli
tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 500.13/2912-Dispar

/2024, antara:

Nama : H. AL HAMIDI, S.SOS., M.SI
NIP . 196408171986031022
Jabatan : Kepala Dinas

Berkedudukan di : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima - Serang

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.g. Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat c.q. Direktorat JenderalProvinsi Banten c.q. Satuan Kerja Dinas Pariwisata berdasarkan
Surat Keputusan 900/KEP.1-HUK/2024 Nomor 900/KEP.1-HUK/2024 tentang SK pengangkatan PPK
selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : MOCHAMAD IQBAL GUNTARA, ST

Jabatan : Direktur

Berkedudukandi : CLUSTER CIPOCOK REGENCY AMALSA 3 NO.3 RT.01 RW.08 BANJARSARI ,
COPOCOK JAYAKOTA SERANG
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Nomor
Tanggal 1 16 April 2010

: SYAHRUDDIN, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama PT.PARINDO RAYA ENGINEERING selanjutnya disebut"Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku lll tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan PekerjaanKonstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
31/PRT/M/2015.



